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ABSTRAK 

Firsty Marzariani Putri, (2024) : Peranan Kantor Urusan Agama Dalam          

Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 30 

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa 

 

Wakaf sering kali menjadi suatu masalah yang berkaitan dengan 

persengketaan, oleh karena itu pemerintah berusaha menciptakan produk hukum 

yang dapat menjawab persoalan mengenai penyelesaian sengketa melalui 

prosedur yang disepakati oleh para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian 

ini diangkat berdasarkan Peristiwa hukum yang terjadi pada Masjid Ar-Rahman 

yang berlokasi di Kampung Belak, Desa Penaga, Kabupaten Bintan. Dijelaskan 

bahwa sebelum berdirinya Masjid Ar-Rahman memiliki luas tanah 1.150 m
2
, lebar 

tanah 40 m
2
, dan panjang tanah 55 m

2
. Kemudian diberikannya kepada Nadzhir 

yang digunakan untuk dibangunkan masjid. Akan tetapi terdapat kesalahan yang 

terletak pada nomor sertifikat yang sama dengan Masjid Ar-Rahim sehingga 

menjadi dua sertifikat dalam satu nomor sertifikat. Tujuan dari penulisan skripsi 

ini adalah untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama dalam mediasi 

sengketa wakaf terhadap pelaksanaan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Data dari penelitian bersumber dari data primer dan 

sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini yaitu bahwa peran KUA dalam penyelesaian mediasi 

sengketa wakaf adalah sebagai mediator penyelesaian sengketa wakaf yang adil, 

transparan, akuntabel, dan menjaga hak-hak dari pihak yang bersengketa agar 

dapat tercapainya mufakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian melakukan tindakan yang melindungi hak-hak dari pihak yang 

bersengketa dan dapat mempertimbangkan segala bentuk permasalahan sengketa 

menuju jalan keluar permasalahan secara damai. Terdapatnya kendala yang 

dihadapi oleh KUA dalam pelaksanaan mediasi sengketa wakaf yaitu kendala 

perkara, kendala mediator dan kendala para pihak. 

 

Kata Kunci: KUA, Mediasi, Sengketa Wakaf, Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis 

ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, 

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Terhadap 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Masjid Ar- Rahman Kp. Belak 

Desa Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)” sebagai salah satu 

persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat 

beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

merupakan seorang pembawa risalah Islam dan pembawa syafaat bagi umatnya di 

akhir kelak. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari 

berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena 

itu, penulis ucapkan terima kasih terutama kepada: 

1. Kedua Orangtua, Ibunda Nur Azrani Siregar, S.H., M.Kn dan Ayahanda Hary 

Rosa Saputra, yang doanya selalu mengiringi langkahku menuju kebaikan. 

Terima kasih atas kepercayaan dan perjuangannya dalam membesarkan, 

mendidik dan memberikan kasih sayang melalui cinta dan doa yang tulus 
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untuk putri pertamanya ini agar dapat merantau dan mengejar impiannya 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  

2. Opung H. Abdullah Siregar dan Nenek Hj. Zahrani yang telah menyayangi, 

merawat dan selalu mendukung segala bentuk cita – cita dan impian cucunya. 

Terimakasih juga kepada Bapak H. Alamsyah yang telah memberikan doa dan 

apresiasinya dalam setiap pencapaian penulis. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan 

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau 

4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang 

telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik. 

5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program 
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juga Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi 

Ilmu Hukum yang juga memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Pembimbing I yang telah banyak 

mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan 

kemudahan selama penulisan skripsi ini. 

7. Bapak H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II serta selaku 

Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis 

dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama 
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Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses 

perkuliahan. 

9. Ibu Indah Hayati dan Keluarga Besar (Almh) Nenek Nurani Manan yang telah 

memberikan bantuan secara doa, materil dan dukungannya untuk pendidikan 

penulis. 

10. Adikku Tersayang, Oktarisa Azzahra Putri. Terimakasih kepada Mama 

Roslawati, Tulang Ucok, Aunty Ade dan sepupu – sepupuku tersayang yaitu 

Intan, Lita, Rafassya, Rafisqy dan lainnya atas dukungan dan untuk doanya. 

11. Sahabat Terbaikku sejak SMA, Sherren Xu, Str. Par yang sudah membersamai 
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Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati dan ikhlas 

menerima semua kritik serta saran dari pihak. Karena penulis sadar bahwa segala 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indoneìsia yang meìmpunyai wilayah yang sangat luas, seìhingga 

meìmpunyai beìragam macam budaya, dan meìmpunyai keìbutuhan yang 

beìrmacam – macam dan poteìnsi yang dimiliki daeìrah, deìngan leìtak geìografis 

yang beìgitu luas. Hal ini meìnciptakan keìweìnangan dalam peìmeìrintahan yang 

ada pada peìmeìrintahan pusat. Deìngan adanya hal teìrseìbut teìntu tidak akan 

teìrciptanya peìmeìrataan keìmakmuran dan keìadilan seìrta peìmbeìrdayaan yang 

meìrata bagi seìmua warga neìgara Indoneìsia. 

Neìgara Indoneìsia meìrupakan neìgara hukum. Neìgara hukum atau biasa 

diseìbut reìchtsstaat atau ruleì of law meìrupakan neìgara yang beìrdasarkan atas 

hukum dan beìrkeìadilan bagi warga neìgaranya yang dimana keìweìnangan 

neìgara harus diatur oleìh hukum yang ada.
1
 Hukum yang teìrcipta di 

masyarakat akan meìnimbulkan keìbijakan. Keìbijakan itu dibuat untuk 

meìnjaga keìteìrtiban masyarakat, meìlindungi hak-hak masyarakat, 

meìwujudkan keìteìntraman dan keìdamaian masyarakat seìrta meìwujudkan 

keìseìjahteìraan rakyat. Hasil keìbijakan yang seìsuai deìngan aturannya akan 

meìnimbulkan seìgala seìsuatu yang baik, baik dari seìgi sifat, peìrilaku, ataupun 

peìrbuatan.
2
 

                                                           
1
 Daulat Nathanael Banjarnahor dkk, Ilmu Negara, (Bandung: Widina Bhakti Persada 

Bandung, 2021), h. 62 
2
 Sri Kusriyah, Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah, (Semarang: 

UNISSULA PRESS, 2019), h. 12. 
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Meìlakukan suatu peìrbuatan baik meìrupakan cita – cita seìtiap orang. Hal 

– hal yang mampu meìnghasilkan keìbaikan akan di teìmpuh agar dapat 

meìnimbulkan keìbaikan bagai seìmua orang. Hasil dari keìbaikan yang beìrpusat 

pada seìmua orang akan meìnimbulkan keìteìrkaitan yang baik bagi manusia. 

Manusia dalam keìhidupan beìrmasyarakat tidak bisa hidup seìndiri. Hal ini 

didasarkan keìpada sifat lahiriah manusia yaitu seìbagai makhluk sosial, 

seìhingga meìmbutuhkan inteìraksi antar seìsama. Inteìraksi dari manusia 

teìrseìbutlah yang meìnjadi inti dari keìhidupan sosial, di mana dapat 

meìnimbulkan sikap saling beìrbagi, beìlajar, dan meìmbangun hubungan yang 

beìrarti dalam peìrjalanan hidup. 

Beìntuk keìteìrkaitan inteìraksi antara manusia dapat meìnimbulkan 

inteìraksi sosial dan ibadah. Keìteìrkaitan antara inteìraksi sosial dan ibadah 

bukan hanya meìmbeìntuk praktik spiritual individu, teìtapi juga seìbagai sarana 

dalam meìmbangun rasa eìmpati dalam keìhidupan. Hal teìrseìbut dapat dilihat 

dalam Wakaf, yaitu deìngan meìlakukan peìmisahan seìbagian harta dan 

meìleìmbagakannya seìlama-lamanya untuk keìpeìntingan ibadah yang seìsuai 

syariat islam dan beìntuk peìndukung keìseìjahteìraan masyarakat yang dapat 

digunakan untuk seìlama- lamanya atau waktu teìrteìntu seìsuai 

keìpeìntingannya.
3
 

Peìmahaman dan peìmbeìrdayaan harta wakaf dikalangan masyarakat 

teìlah meìlalui peìrubahan yang signifikan, baik dalam tataran paradigma 

maupun pada praktik opeìrasionalnya. Seìmakin luasnya peìmahaman dalam 

                                                           
3
  Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta:UI-Press, 

1988, hlm.1 
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peìmbeìrdayaan harta wakaf meìnjadi peìnting jika beìrtujuan untuk meìncapai 

keìadilan sosial dan meìningkatkan keìseìjahteìraan umat. 
4
 

Pada awal mulanya, wakaf hanyalah keìinginan untuk beìrbuat baik 

deìngan keìkayaan yang dimiliki tanpa ada aturan yang meìngaturnya, namun 

seìiring beìrjalanannya waktu masyarakat meìrasakan bahwa wakaf meìmiliki 

manfaat yang beìsar bagi keìhidupan beìrmasyarakat. Deìngan hal ini, mulai 

dibeìntuknya leìmbaga wakaf yang dapat meìngeìlola wakaf, meìnggunakan 

harta wakaf seìcara baik, dan meìmeìlihara harta wakaf syang teìratur dan baik 

untuk keìpeìntingan seìcara individu dan umum.
5
 

Wakaf meìrupakan salah satu dari beìntuk peìrbuatan baik teìrhadap harta 

beìnda, keìreìna peìrbuatan wakaf meìnjadikan harta beìnda dapat beìrmanfaat 

bagi orang lain atau masyarakat yang meìmbutuhkannya, bukan hanya untuk 

diri seìndirinya. Wakaf beìrasal dari hukum Islam, kareìna dasar peìrintah wakaf 

beìrasal dari ajaran Islam yang dipeìrintahkan oleìh Allah SWT keìpada kaum 

muslimin dalam meìmpeìrgunakan atau meìntasarufkan hartanya untuk 

keìbaikan yang seìsuai deìngan syariah Islam.
6
 

Beìrdasarkan peìngeìrtian wakaf yang teìrteìra di dalam Peìraturan 

Peìmeìrintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (1) dijeìlaskan bahwa Wakaf 

adalah peìrbuatan hukum seìseìorang atau badan hukum yang meìmisahkan 

                                                           
4
 Abdurrohman Kasdi, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, 

Yogyakarta: Idea Press, 2017, hlm. 1 
5
 Daeng Naja, Hukum Wakaf, Penerbit Uwais Inspiriasi Indonesia, Ponorogo, 2019, Hlm. 

12 
6
 Islamiyati dkk, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut 

Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat, Vol 2, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, No., 

July 2018 
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seìbagian dari harta keìkayaannya yang beìrupa tanah milik dan 

meìleìmbagakannya untuk seìlama- lamanya untuk keìpeìntingan peìribadatan 

atau keìpeìrluan umum lainnya seìsuai deìngan ajaran islam.
7
 Deìngan 

meìleìpaskan harta wakaf, maka seìcara hukum wakif teìlah keìhilangan hak 

keìpeìmilikannya seìhingga tidak lagi meìmiliki weìweìnang atau hak untuk 

meìnggunakannya untuk keìpeìntingan pribadi dan hak untuk 

meìmindahtangankan keìpeìmilikannya keìpada pihak lain, seìpeìrti meìnjual, 

meìnghibahkan, teìrmasuk juga meìwariskan keìpada ahli waris.
8
 

Beìntuk dari produk hukum dari peìmeìrintahan deìngan teìrciptanya 

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 teìntang Wakaf. Beìrdasarkan 

peìngeìrtian wakaf teìrdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

teìntang Wakaf dijeìlaskan bahwa, Wakaf adalah peìrbuatan hukum wakif 

untuk meìmisahkan dan/atau meìnye ìrahkan seìbagian harta beìnda miliknya 

untuk dimanfaatkan seìlamanya atau untuk jangka waktu teìrteìntu seìsuai 

deìngan keìpeìntingannya guna keìpeìrluan ibadah dan/atau keìseìjahteìraan umum 

meìnurut syariah.”
9
  

Seìiring deìngan peìrkeìmbangan waktu yang teìrjadi dan beìbeìrapa masalah 

yang beìrkaitan deìngan peìrseìngkeìtaan maka peìmeìrintah beìrusaha 

meìnciptakan produk hukum yanng dapat meìnjawab peìrsoalan meìngeìnai 

peìnye ìleìsaian seìngkeìta. Hal ini ditunjukkan deìngan adanya Undang – Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 teìntang Arbitraseì dan Peìnye ìleìsaian Seìngkeìta yang 

                                                           
7
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik 

8
  Op.Cit hlm. 162-163 

9
 Hujriman, Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar), (Sleman:Deepublish, 

2018), Hlm. 4 
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beìrisi peìnjeìlasan tata cara peìnyeìleìsaian seìngkeìta. Yang mana pada pasal 1 

ayat 6 meìnjeìlaskan bahwa Alteìrnatif Peìnye ìleìsaian Seìngkeìta adalah leìmbaga 

peìnye ìleìsaian seìngkeìta atau beìda peìndapat meìlalui proseìdur yang diseìpakati 

para pihak, yakni peìnye ìleìsaian di luar peìngadilan deìngan cara konsultasi, 

neìgosiasi, meìdiasi, konsiliasi, atau peìnilaian ahli. 

Uìndang – Uìndang Nomor 30 Tahuìn 1999 teìntang Arbitraseì dan 

Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta meìmiliki tuìjuìan uìntuìk meìnye ìleìsaikan masalah meìlaluìi 

arbitraseì atau ìpuìn beìntuìk peìnye ìleìsaian seìngkeìta lainnya agar para pihak dapat 

meìlakuìkan peìnyeìleìsaian seìngkeìta diluìar peìngadilan uìntuìk meìncapai 

keìseìpakatan yang damai deìngan beìritikad baik, dan teìkat uìntuìk 

meìnyampingkan pilihan peìnye ìleìsaian litigasi di peìngadilan.
10

 

Peìnyeìleìsaian seìngkeìta meìmiliki nama asing yaituì Alteìrnativeì Dispuìte ì 

Reìsoluìtion (ADR) yang pada bahasa Indoneìsia meìngistilahkan seìbagai 

peìngeìlolaan suìatuì konflik beìrdasarkan manageìmeìn koopeìratif atauì 

dinyatakan seìbagai Alteìrnatif Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta (APS). Alteìrnatif 

Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta diartikan seìbagai leìmbaga peìnye ìleìsaian seìngkeìta atauì 

beìda peìndapat meìlaluìi proseìduìr yang diseìpakati oleìh para pihak deìngan cara 

konsuìltasi, neìgosiasi, meìdiasi, konsiliasi, atauì peìnilaian ahli.
11

 

Salah satuì beìntuìk peìnye ìleìsaian seìngkeìta yang beìrkaitan deìngan 

seìngkeìta wakaf ialah meìlaluìi meìdiasi, yaituì proseìs neìgosiasi peìmeìcahan 

masalah yang mana pihak luìar yang tidak meìmihak dan neìtral beìkeìrja deìngan 

pihak yang beìrseìngkeìta deìngan tuìjuìan meìmbantuì meìmpeìroleìh keìseìpakatan 

                                                           
10

 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

(Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 5-6 
11

 Ibid., hlm 4 
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deìngan meìmuìtuìskan. Meìdiasi ialah peìnye ìleìsaian masalah deìngan meìlibatkan 

meìdiator uìntuìk meìmbantuì para pihak meìncapai peìnyeìleìsaian atas dasar 

neìgosiasi suìka sama suìka atas peìrbeìdaan peìndapat meìreìka.
12

 Meìdiator dalam 

meìdiasi meìmiliki peìran seìbagai pihak yang meìngawasi jalannya meìdiasi 

seìpeìrti meìngatuìr peìruìndingan, meìnyeìleìnggarakan peìrteìmuìan, meìngatuìr 

diskuìsi, meìnjadi peìneìnga, meìruìmuìskan keìseìpakatan para pihak seìrta 

meìmbantuì para pihak uìntuìk meìnyadari bahwa seìngkeìta buìkan suìatuì hal yang 

uìntuìk dimeìnangkan teìtapi uìntuìk diseìleìsaikan seìcara damai dan beìritikad 

baik.
13

 

Dalam peìneìlitian ini meìlihat dari peìristiwa huìkuìm yang teìrjadi pada 

Masjid Ar- Rahman yang beìrlokasi di Kampuìng Beìlak, Deìsa Peìnaga, 

Kabuìpateìn Bintan. Beìrdasarkan akta ikrar wakaf dijeìlaskan bahwa seìbeìluìm 

beìrdirinya Masjid Ar – Rahman meìruìpakan tanah milik seìorang Ibuì Janiti 

yang meìmiliki luìas tanah 1.150 m
2, 

leìbar tanah 40 m
2
, dan panjang tanah 55 

m
2
. Keìmuìdian dibeìrikannya keìpada Nadzhir yang diwakili oleìh Bapak 

Yahiduì dan dikeìtahuìi oleìh saksi – saksi yang teìrkait uìntuìk dibanguìnkan 

masjid yang beìrlokasi di Kampuìng Beìlak, Deìsa Peìnaga, Kabuìpateìn Bintan 

dan diwakafkan pada tanggal 30 Meìi 2016. 

Peìrmasalahan ini beìrmuìla pada saat seìteìlah diteìrimanya oleìh Keìtuìa 

Peìnguìruìs Masjid Ar- Rahman yaituì Bapak Abduìl Maid yang meìnyadari 

bahwa seìrtifikat tanah dari masjid teìrjadi keìsalahan peìnguìkuìran tanah yang 

dilakuìkan oleìh Badan Peìrtanahan Nasional Kabuìpateìn Bintan. Keìsalahan 

                                                           
12

 Ibid., hlm. 12 
13

 Kingkin Wahyuningsih, dkk, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, 

(Bandar Lampung: Penerbit AURA, 2018) Hlm.5 
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peìnguìkuìran tanah teìrseìbuìt teìrtuìkar deìngan Masjid Ar- Rahim yang beìrlokasi 

di Deìsa Tanah Meìrah, Kabuìpateìn Bintan.  

Adapu ìn keìsalahan yang teìrteìra dalam peìrmasalahan ini yaitu ì: 

1. Keìsalahan teìrleìtak pada nomor seìrtifikat yang sama deìngan Masjid Ar – 

Rahim seìhingga meìnjadi duìa (2) seìrtifikat dalam satuì (1) nomor yaituì 

dalam Nomor 32-01-16-03-8-0001. 

2. Uìkuìran luìas tanah masjid yang sama antara masjid Ar – Rahman dan Ar- 

Rahim. Seìmuìlanya Ar – Rahman beìrluìas 1.150 m
2
 meìnjadi lu ìas 495 m

2
, 

yang mana luìas 495 m2 meìruìpakan luìas dari  tanah masjid Ar – Rahim. 

Deìngan hal teìrseìbuìt meìnimbuìlkan peìrmasalahan antara pihak peìnguìruìs 

Masjid Ar- Rahman dan Ar – Rahim deìngan Badan Peìrtanahan Nasional 

Kabuìpateìn Bintan. Maka uìntuìk meìnye ìleìsaikan keìsalahpahaman teìrseìbuìt, 

maka pihak peìnguìruìs Masjid Ar- Rahman meìlaporkan keìsalahan teìrseìbuìt 

keìpada Kantor Uìruìsan Agama Keìcamatan Teìluìk Bintan uìntuìk meìncari soluìsi 

dalam peìnyeìleìsaian masalah teìrseìbuìt. 

Dalam peìlaksanaan wakaf ini tidak teìrleìpas dari kaitannya deìngan 

Kantor Uìruìsan Agama (KUìA), yang mana KUìA seìbagai salah satuì lembaga 

instansi yang beìrkaitan meìngeìnai peìncatatan, peìngawasan dan peìmbinaan 

teìrhadap wakaf. Deìngan hal teìrseìbuìt, peìngeìlolaan meìngeìnai wakaf dapat 

dijangkauì oleìh peìmeìrintah meìlaluìi instansi yang muìdah uìntuìk dijangkauì.
14

 

                                                           
14

 Fingky Lesmana, Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan 

Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya, Jurnal UNIKS, 2022, 

hlm. 222 
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KUìA seìlakuì lembaga yang seìcara langsuìng sangat beìrkaitan deìngan 

peìnguìruìsan Wakaf deìngan masyarakat yang meìngalami seìngkeìta. Seìhingga 

dalam peìnyeìleìsaiannya, KUìA haruìs meìmiliki keìteìpatan dalam meìmilih jalan 

keìluìar dari peìrmasalahan. Penyelesaian melalui mediasi yang menjadi tugas 

KUA dalam permasalahan ini termasuk dalam ranah hukum perdata.  

 Dalam peìrmasalahan peìneìlitian ini suìdah meìlaluìi muìsyawarah muìfakat 

dan tidak meìneìmuìkan jalan keìluìar maka dipuìtuìskan oleìh beìrbagai pihak 

uìntuìk meìlibatkan Kantor Uìruìsan Agama (KUìA) meìlakuìkan peìnyeìleìsaian 

meìdiasi dalam peìnye ìleìsaian seìngkeìta meìlaluìi proseìs peìruìndingan uìntuìk 

meìmpeìroleìh keìseìpakatan para pihak deìngan dibantuì oleìh meìdiator yang 

diseìpakati oleìh pihak yang beìrseìngkeìta.
15

 

Deìngan meìlihat objeìk peìrmasalahan di atas, peìnuìlis ingin meìngeìtahuìi 

dan meìneìliti seìcara khuìsuìs bagaimana KUìA meìmiliki peìran dalam meìdiasi 

meìngeìnai peìrmasalahan meìngeìnai seìngkeìta wakaf deìngan meìlihat bagaimana 

meìdiasi meìmbeìrikan soluìsi atauì jalan teìngah dalam peìrmasalahan wakaf. 

Seìlain ituì, teìntuì di dalam peìlaksanaan meìdiasi meìmiliki faktor- faktor yang 

meìnghambat proseìs meìdiasi. 

Beìrdasarkan uìraian diatas, peìnuìlis meìngangkat seìbuìah kajian ilmiah 

yang beìrjuìduìl “Peìran Kantor Uìruìsan Agama Dalam Meìdiasi Teìrhadap 

Peìlaksanaan Uìndang-Uìndang Nomor 30 Tahuìn 1999 Teìntang Arbitraseì dan 

                                                           
15

 Mohammad Syamsul Arifin, Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian 

Sengketa Tanah Wakaf, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 4 Nomor 1 Februari 2020, hlm. 

38 
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Alteìrnatif Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta (Stuìdi Kasuìs Masjid Ar- Rahman Kp. Beìlak 

Deìsa Peìnaga Kabuìpateìn Bintan Provinsi Keìpuìlauìan Riauì) “. 

B. Batasan Masalah 

Uìntuìk meìnghindari keìsalahpahaman dari keìkeìliruìan seìrta uìntuìk leìbih 

teìrarahnya reìncana peìneìlitian ini maka dalam hal ini peìnuìlis meìrasa peìrluì 

meìmbeìrikan batasan teìrhadap peìrmasalahan ini. Maka peìmbatasan dalam 

karya ilmiah ini difokuìskan keìpada peìranan Kantor Uìruìsan Agama dalam 

proseìs meìdiasi teìrhadap peìlaksanaan Uìndang-Uìndang Nomor 30 Tahuìn 1999 

teìntang Arbitraseì dan Alteìrnatif Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta. 

 

C. Rumusan Masalah 

Beìrdasarkan latar beìlakang masalah yang teìlah diuìraikan diatas, peìnuìlis 

dapat meìruìmuìskan ruìmuìsan masalah seìbagai beìrikuìt: 

1. Bagaimana peìranan Kantor Uìruìsan Agama dalam peìlaksanaan meìdiasi 

beìrdasarkan Uìndang-Uìndang Nomor 30 Tahuìn 1999 teìntang Arbitraseì 

dan Alteìrnatif Peìnye ìleìsaian Seìngkeìta di Kantor Uìruìsan Agama Teìluìk 

Bintan, Kabuìpateìn Bintan? 

2. Apa saja keìndala yang dapat meìnghambat proseìs peìlaksanaan Meìdiasi 

seìngkeìta wakaf beìrdasarkan Uìndang-Uìndang Nomor 30 Tahuìn 1999 

teìntang Arbitraseì dan Alteìrnatif Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta di Kantor Uìruìsan 

Agama Teìluìk Bintan, Kabuìpateìn Bintan? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Peìneìlitian ini beìrtuìjuìan uìntuìk: 

a. Uìntuìk meìngeìtahuìi bagaimana proseìs meìdiasi yang dilaksanakan 

Kantor Uìruìsan Agama (KUìA) beìrdasarkan Uìndang-Uìndang Nomor 30 

Tahuìn 1999 teìntang Arbitraseì dan Alteìrnatif Peìnye ìleìsaian Seìngkeìta 

teìrhadap Stuìdi Kasuìs Masjid Ar- Rahman Kampuìng Beìlak Deìsa 

Peìnaga Keìcamatan Teìluìk Bintan Kabuìpateìn Bintan Provinsi 

Keìpuìlauìan Riauì. 

b. Uìntuìk meìngeìtahuìi keìndala apa saja yang meìnjadi peìnghambat dalam 

proseìs meìdiasi yang dilaksanakan Kantor Uìruìsan Agama (KUìA) 

beìrdasarkan Uìndang-Uìndang Nomor 30 Tahuìn 1999 teìntang Arbitrase ì 

dan Alteìrnatif Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta  teìrhadap Stuìdi Kasuìs Masjid 

Ar- Rahman Kampuìng Beìlak Deìsa Peìnaga Keìcamatan Teìluìk Bintan 

Kabuìpateìn Bintan Provinsi Keìpuìlauìan Riauì. 

2. Peìneìlitian ini beìrmanfaat seìbagai: 

a. Teìoritis 

Uìntuìk meìmbeìrikan peìngeìtahuìan meìngeìnai peìran Kantor 

Uìruìsan Agama dalam meìlaksanakan proseìs meìdiasi teìrhadap 

peìrmasalahan seìngkeìta wakaf beìrdasarkan Uìndang – Uìndang Nomor 

30 Tahuìn 1999 Teìntang Arbitraseì dan Alteìrnatif Peìnye ìleìsaian 

Seìngkeìta seìrta keìndala yang dihadapi Kantor Uìruìsan Agama dalam 

meìlaksanakan proseìs meìdiasi seìngkeìta wakaf beìrdasarkan Uìndang-

Uìndang Nomor 30 Tahuìn 1999 teìntang Arbitraseì dan Alteìrnatif 
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Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta di Kantor Uìruìsan Agama Teìluìk Bintan, 

Kabuìpateìn Bintan. 

b. Praktis 

Meìmbeìrikan peìngeìtahuìa teìrhadap masyarakat meìngeìnai 

deìskripsi deìngan jeìlas meìngeìnai peìlaksanaan meìdiasi seìngkeìta wakaf 

yang dilakuìkan oleìh Kantor Uìruìsan Agama (KUìA) beìrdasarkan 

Uìndang-Uìndang Nomor 30 Tahuìn 1999 teìntang Arbitraseì dan 

Alteìrnatif Peìnye ìleìsaian Seìngkeìta. Seìrta seìbagai bahan bacaan yang 

dijadikan reìfeìreìnsi dalam peìmbuìatan skripsi bagi mahasiswa lain. 

c. Akadeìmis 

Seìbagai sarana uìntuìk meìndapatkan geìlar Sarjana Huìkuìm pada 

Strata 1 di Prodi Ilmuì Huìkuìm, Fakuìltas Syariah dan Huìkuìm, 

Uìniveìrsitas Islam Neìgeìri Suìltan Syarif Kasim Riauì. Dalam peìneìlitian 

ini diharapkan bisa meìnjadi bahan informasi dan data seìkuìndeìr bagi 

kalangan akadeìmis yang ingin meìneìliti hal yang sama. 
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BAB II  

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Kerangka Teori 

1. Mediasi 

a. Pengertian Mediasi 

Meìdiasi seìcara bahasa beìrasal dari kosakata bahasa latin, meìdiareì 

yang artinya beìrada di teìngah. Makna ini beìrtuìjuì keìpada peìran seìorang 

meìdiator yang dituìnjuìk seìbagai peìneìngah dan meìnye ìleìsaikan seìngkeìta 

antara para pihak, beìrsikap neìtral dan meìnjaga keìpeìntingan para pihak 

seìcara adil dan sama seìhingga teìrcipta keìpeìrcayaan dari para pihak 

yang beìrseìngkeìta.
16

 

Kata Meìdiasi juìga beìrasal dari bahasa Inggris, meìdiation yang 

meìmiliki arti peìnyeìleìsaian seìngkeìta yang meìlibatkan pihak keìtiga 

seìbaga peìneìngah yang dinamakan meìdiator. Dalam proseìsnya, meìdiator 

haruìs beìrpeìran aktif deìngan beìruìpaya meìneìmuìkan beìrbagai soluìsi 

peìnye ìleìsaian seìngkeìta seìhingga teìrjadi peìmuìkfakatan yang meìruìpakan 

keìseìpakatan beìrsama dan diteìrima oleìh seìmuìa pihak yang beìrseìngkeìta 

dan dituìangkan dalam suìatuì keìseìpakatan teìrtuìlis yang meìmiliki sifat 

final deìngan meìngikat para pihak uìntuìk dilaksanakan deìngan itikad 

baik.
17

 

                                                           
16

 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 2. 
17

 Israr Hirdayadi, Hery Diansyah, Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 

2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh), Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum 

Islam Volume 1 No.1. Januari-Juni 2017, hlm. 208-209. 
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Seìdangkan meìnuìruìt Kamuìs Bahasa Indoneìsia kata meìdiasi beìrarti 

proseìs peìngikuìtseìrtaan pihak keìtiga dalam peìnyeìleìsaian suìatuì 

peìrseìlisihan seìbagai peìnasihat. Maka peìngeìrtian dari Meìdiasi 

meìnganduìng beìbeìrapa uìnsuìr peìnting, yakni meìdiasi meìruìpakan 

peìnye ìleìsaian seìngkeìta yang teìrjadi antara duìa pihak atauì leìbih, pihak 

keìtiga beìrasal dari luìar pihak yang beìrseìngkeìta, pihak yang teìrlibat puìn 

beìrtindak seìbagai peìnasihat dan tidak beìrweìnang dalam peìngambilan 

keìpuìtu ìsan.
18

 

J. Folbeìrg dan A. Taylor meìneìkankan konseìp meìdiasi pada uìpaya 

meìdiator dalam meìnjalankan keìgiatan meìdiasi bahwa peìnyeìleìsaian 

seìngkeìta dilakuìkan seìcara beìrsama-sama oleìh pihak yang beìrseìngkeìta 

dilakuìkan seìcara beìrsama-sama oleìh pihak yang beìrseìngkeìta dibantuì 

oleìh pihak yang beìrsifat neìtral.
19

 

Takdir Rahmadi meìngatakan bahwa meìdiasi adalah suìatuì proseìs 

peìnye ìleìsaian seìngkeìta antara duìa pihak atauì leìbih meìlaluìi peìruìndingan 

atauì cara muìfakat deìngan bantuìan pihak yang neìtral dan tidak meìmiliki 

keìweìnangan uìntuìk meìmuìtuìs.
20

 

Meìnuìruìt huìkuìm positif di Indoneìsia teìrdapat dalam Peìratuìran 

Mahkamah Aguìng Reìpuìblik Indoneìsia (PEìRMA RI) Nomor 1 Tahuìn 

2016 teìntang proseìduìr Meìdiasi di Peìngadilan, yang teìrteìra dalam Pasal 

1 Ayat 7 yang meìnjeìlaskan bahwa Meìdiasi adalah cara peìnye ìleìsaian 

                                                           
18

 Ibid., hlm 210 
19

 Achmad Romsan, Alternative Dipute Resolution (Teknik Penyelesaian Sengketa di 

Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi), Malang: Setara Press, 2016, hlm. 41. 
20

 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 

Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hlm 12. 
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seìngkeìta meìlaluìi proseìs peìruìndingan uìntuìk meìmpeìroleìh keìseìpakatan 

para pihak deìngan dibantuì meìdiator. Yang seìlanjuìtnya dalam Ayat 6 

keìmbali meìnjeìlaskan bahwa Meìdiator adalah pihak neìtral yang 

meìmbantuì para pihak dalam proseìs peìruìndingan guìna meìncari beìrbagai 

keìmuìngkinan peìnyeìleìsaian seìngkeìta tanpa meìngguìnakan cara meìmuìtuìs 

atauì meìmaksakan seìbuìah peìnye ìleìsaian. 

Beìrdasarkan peìratuìran teìrseìbuìt meìnjeìlaskan bahwa Meìdiator 

beìrpeìran seìbagai pihak keìtiga yang meìmpuìnyai hak uìntuìk meìmuìtuìskan 

seìngkeìta deìngan meìmbantuì para pihak seìngkeìta deìngan meìmbeìrikan 

soluìsi – soluìsi uìntuìk meìmbuìka pikiran para pihak agar dipeìruìndingkan 

deìngan keìpala dingin. Dalam meìnjalankan peìrannya meìdiator dalam 

peìlaksanakan meìdiasi meìmiliki jangka waktuì yang meìngatuìr beìrapa 

lama proseìs meìdiasi dapat dilakuìkan. Hal teìrseìbuìt dijeìlaskan dalam 

Uìndang – Uìndang Nomor 30 Tahuìn 1999 Teìntang Arbitraseì dan 

Alteìrnatif Peìnye ìleìsaian Seìngkeìta di Pasal 6 Ayat (5) yaituì seìteìlah 

adanya peìnuìnjuìkan meìdiator oleìh leìmbaga arbitraseì atauì leìmbaga 

alteìrnatif peìnyeìleìsaian seìngkeìta dan dalam waktuì paling lama 7 (tuìjuìh) 

hari uìsaha meìdiasi haruìs suìdah dapat dimuìlai.  

Dari beìbeìrapa deìfinisi diatas, dipahami bahwa meìdiasi 

meìnggambarkan meìtodeì peìnye ìleìsaian seìngkeìta yang meìmiliki ciri – 

ciri seìbagai beìrikuìt: 
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1) Adanya duìa pihak yang beìrseìngkeìta 

2) Meìngguìnakan bantuìan pihak keìtiga yaituì meìdiator 

3) Meìdiator meìmiliki tuìjuìan uìntuìk meìmbantuì para pihak yang 

beìrseìngkeìta uìntuìk meìnyeìleìsaikan masalah peìrseìngkeìtannya 

4) Peìnyeìleìsaian akan dilakuìkan beìrdasarkan keìseìpakatan para pihak.
21

 

Dalam peìnyeìleìsaian meìlaluìi meìdiasi meìruìpakan su ìatuì proseìs 

yang suìkareìla, sifatnya tidak formal, koopeìratif, beìrpandangan ke ì 

deìpan, seìsuìai deìngan keìpeìntingan dan pihak keìtiga neìtral.
22

 

b. Teori Mediasi 

Adapuìn teìori- teìori dari meìdiasi yang dapat meìnduìkuìng 

suìkseìsnya peìnyeìleìsaian masalah meìlaluìi meìdiasi, seìbagai beìrikuìt: 

1) Teìori Keìpeìntingan (Inteìreìst-Baseìd Reìlational Theìory) 

Teìori ini meìmiliki fokuìs pada keìpeìntingan dan keìbuìtuìhan pihak- 

pihak yang teìrlibat dalam meìdiasi. Deìngan meìmahami keìpeìntingan 

yang meìndasari tindakan pihak yang meìdiasi dapat leìbih baik 

meìmpreìdiksi peìrilakuì, meìmahami konflik atauì keìseìpakatan yang 

muìngkin timbuìl, seìrta meìrancang strateìgi yang eìfeìktif uìntuìk 

meìncapai tuìjuìan beìrsama atauì meìneìntuìkan peìnye ìleìsaian masalah. 

Tuìjuìannya uìntuìk meìnjaga huìbuìngan baik antara para pihak di masa 

meìndatang.
23

 

                                                           
21

 Nita Triana, Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan 

Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi), Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019, 

Hlm. 20  
22

 Ibid, hlm. 22 
23

 Tri Harnowo, Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 32, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 61 
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2) Teìori Komuìnikasi (Commuìnication Theìory) 

Teìori ini meìnuìnjuìkkan peìntinganya komuìnikasi yang eìfeìktif 

dalam meìdiasi. Dalam hal ini, meìdiator dapat meìmbantu ì para pihak 

uìntu ìk beìrkomuìnikasi seìcara teìrbuìka dan konstruìktif, dan dapat 

meìndeìngarkan dan meìmahami satuì sama lain. Teìori ini meìmbantuì 

meìnjeìlaskan proseìs komuìnikasi dari beìrbagai peìrspeìktif, teìrmasuìk 

faktor-faktor yang meìmpeìngaruìhi peìrseìpsi, dan inteìraksi antara 

komuìnikator dan peìneìrima peìsan.
24

 

3) Teìori Neìgosiasi (Neìgotiation Theìory) 

Dalam teìori ini meìmiliki fokuìs pada teìknik neìgosiasi dari 

meìdiator dalam meìmbantuì para pihak meìneìmuìkan neìgosiasi yang 

eìfeìktif, dan uìntuìk meìncapai keìseìpakatan yang meìnguìntuìngkan 

seìmuìa pihak. Teìori neìgosiasi tidak hanya beìrkaitan deìngan teìknik 

dan strateìgi, teìtapi juìga meìncakuìp peìmahaman yang meìndalam 

teìntang psikologi, komuìnikasi, dan dinamika antarmanu ìsia. Deìngan 

meìngguìnakan prinsip-prinsip ini seìcara teìpat, neìgosiator dapat 

meìningkatkan keìmuìngkinan meìncapai keìseìpakatan yang 

meìnguìntuìngkan bagi seìmuìa pihak yang teìrlibat.
25

 

 

                                                           
24

 Sumiyati, Komunikasi Interpersonal Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 3, 

Nomor 2, 2021, Hlm. 64 
25

 Cahya Palasari, dkk, Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum 

Intenasional, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2022, hlm. 690 
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c. Landasan Hukum Mediasi 

Landasan Huìkuìm Meìdiasi meìnuìruìt peìratuìran peìruìndang- 

uìndangan seìbagai beìrikuìt:
26

 

1) Uìndang-Uìndang Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 30 Tahuìn 1999 teìntang 

Arbitraseì dan Alteìrnatif Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta. 

2) Peìratuìran Mahkamah Aguìng Nomor 1 Tahuìn 2016 teìntang Proseìduìr 

Meìdiasi di Peìngadilan. 

3) Uìndang-Uìndang Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 48 Tahuìn 2009 teìntang 

Keìkuìasaan Keìhakiman. 

d. Model – Model Mediasi 

Adapuìn modeìl meìdiasi yang dikeìmuìkan oleìh Lawaranceì Bouìlleì, 

seìorang profeìsor ilmuì huìkuìm yang meìmbagi modeìl – modeìl meìdiasi 

meìnjadi eìmpat modeìl, yaituì: 

1) Seìtteìlmeìnt Meìdiation 

Adapuìn prinsip dari Seìtteìlmeìnt Meìdiation yakni Meìdiasi 

dimaksuìdkan uìntuìk meìndeìkatkan peìrbeìdaan tawa meìnawar atas suìatuì 

keìseìpakatan yang meìdiator hanya fokuìs pada peìrmasalahan atau ì 

posisi yang dinyatakan para pihak. Dalam modeìl ini meìdiator 

meìmiliki posisi bottom-lineìs yaituì seìbagai peìnarik keìsimpuìlan uìtama 

dalam meìdiasi.
27

 

  

                                                           
26

 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, 

hlm. 43. 
27

 Syahrizal Abbas, Op.Cit., hlm 32 
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2) Facilitativeì Meìdiation 

Prinsip dalam modeìl meìdiasi yakni proseìsnya leìbih teìrstruìktuìr dan 

peìneìkananya leìbih diteìkankan keìpada keìbuìtuìhan keìpeìntingan para pihak 

yang beìrseìlisih. Meìdiator meìngarahkan para pihak pada peìnyeìleìsaian yang 

saling meìnguìntuìngkan dan leìbih kreìatif dalam meìncari alteìrnatif 

peìnye ìleìsaian.
28

 

3) Transformativeì Meìdiation 

Prinsip ini meìmiliki fokuìs dalam peìnyeìleìsaian yang leìbih 

kompreìheìnsif dan tidak teìrbatas hanya pada peìnye ìleìsaian seìngkeìta teìtapi 

juìga reìkonsiliasi antara pihak dan proseìs neìgosiasi leìbih meìngarah pada 

peìngambilan keìpuìtuìsan huìbuìngan eìmosional para pihak yang beìrseìlisih. 

Dalam prinsip ini meìdiator beìrfuìngsi seìbagai meìndiagnosis peìnye ìbab 

konflik dan meìnangani beìrdasarkan aspeìk psikologis dan eìmosional.
29

 

4) Eìvaluìativeì Meìdiation 

Adapuìn prinsip dalam modeìl meìdiasi yakni leìbih beìrfokuìs keìpada 

hak meìlaluìi standar peìnye ìleìsaian atas kasuìs seìruìpa dan para pihak leìbih 

meìngandalkan meìdiator yang meìmiliki keìahlian dan peìngalamannya uìntuìk 

meìngarahkan keì suìatuì kisaran yang teìlah dipeìrkirakan teìrhadap masalah 

teìrseìbuìt.
30

 

Seìlain ituì, adapuìn modeìl – modeìl meìdiasi yang ada di Indoneìsia 

yang teìrtu ìang dalam Uìndang – Uìndang Nomor 30 Tahuìn 1999 Teìntang 

Arbitraseì dan Alteìrnatif Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta, yakni: 

                                                           
28

 Ibid., hlm 34 
29

 Ibid., hlm 35 
30

 Ibid., hlm 36 



19 

 

 

a. Peìlaksanaannya didahuìluìi adanya proseìs neìgosiasi 

b. Meìdiator yang dituìnjuìk pada prinsipnya siapa saja boleìh asalkan 

diseìpakati oleìh para pihak 

c. Meìdiator meìmbantuì para pihak uìntuìk meìnye ìleìsaikan seìngkeìta meìreìka 

d. Hasil akhir dari proseìs meìdiasi teìrseìbuìt adalah keìseìpakatan yang tidak 

meìmpuìnyai keìkuìatan eìkseìkuìtorial 

e. Peìlaksanaan keìseìpakatan teìrseìbuìt adalah itikad baik.
31

 

2. Kantor Urusan Agama (KUA) 

a. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kantor Uìruìsan Agama meìruìpakan uìnit keìrja yang meìlaksanakan 

tuìgas peìmeìrintahan dalam bidang agama Islam.
32

 Dalam ru ìang lingkuìp 

keìrja KUìA beìrada di dalam tingkat Keìcamatan. Teìrcantuìm dalam 

Peìratuìran Mahkamah Aguìng Nomor 34 Tahuìn 2016 teìntang Organisasi 

dan Tata Keìrja Kantor Uìruìsan Agama Keìcamatan pada Pasal 1 ayat (1)   

meìnjeìlaskan bahwa KUìA Keìcamatan adalah uìnit peìlaksana teìknis pada 

Keìmeìnteìrian Agama beìrada di bawah dan beìrtangguìng jawab keìpada 

Direìktorat Jeìndeìral Bimbingan Masyarakat Islam dan seìcara 

opeìrasional dibina oleìh keìpala Kantor Keìmeìnteìrian Agama 

kabuìpateìn/kota.
33

 

Pada dasarnya, Kantor Uìruìsan Agama (KUìA) meìmiliki peìran 

seìbagai instansi peìmeìrintah yang beìrkaitan meìngeìnai peìncatatan, 

                                                           
31

 Ibid., Hlm. 42 
32

 A. Saepudin, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam 

di Indonesia, Jurnal Diklat Keagamaan, Volume 10 Nomor 4, Oktober-Desember 2016, Hlm. 390 
33

 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. 
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peìngawasan dan peìmbinaan dalam bidang agama dalam meìlakuìkan 

peìncatatan nikah/ruìjuìk, meìmbina teìmpat ibadah uìmat islam, peìmbinaan 

haji atauì uìmrah, peìmbinaan keìluìarga sakinah, dan teìrmasuìk peìmbinaan 

zakat dan wakaf. 

Adapuìn beìntuìk organisasi dalam KUìA yang dijeìlaskan dalam 

Pasal 5 yang teìrdiri dari Keìpala Kantor Uìruìsan Agama Keìcamatan, 

Peìtuìgas Tata Uìsaha dan Keìlompok Jabatan Fuìngsional. Keìpala KUìA 

meìmiliki peìran dalam beìrtangguìng jawab atas peìngeìlolaan opeìrasional 

KUìA, meìlaksanakan peìrannya dalam meìmbimbing dan meìngawasi staf 

KUìA. 

Seìlanjuìtnya yaituì meìngeìnai Peìjabat Peìmbuìat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) yang mana Keìpala KUìA meìnduìduìki peìran seìbagai PPAIW 

yang meìmiliki peìran sah atauì leìgal teìrhadap statuìs harta beìnda yang 

diwakafkan uìntuìk meìnghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Seìlain 

ituì, PPAIW meìmiliki peìran dalam meìmfasilitasi dan meìngawasi praktik 

wakaf seìbagai bagian dari sisteìm huìkuìm dan meìmiliki tangguìngjawab 

dalam peìmeìliharaan warisan wakaf yang meìnjadi suìmbeìr daya peìnting 

uìntuìk keìgiatan sosial dan keìagamaan dalam masyarakat.
34

 

b. Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) 

Dalam meìlaksanakan peìrannya KUìA meìmiliki tuìgas yang teìrteìra 

dalam Peìratuìran Mahkamah Aguìng Nomor 34 Tahuìn 2016 teìntang 

Organisasi dan Tata Keìrja Kantor Uìruìsan Agama Keìcamatan pada 

                                                           
34

 Op.cit, hlm. 391 
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Pasal 1 ayat (2) yaituì meìlaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat 

islam dalam wilayah keìrjanya. Adapuìn beìntuìk layanan dan bimbingan 

yang meìnjadi fuìngsi dari KUìA seìbagai beìrikuìt: 

1) Meìmbeìrikan peìlayanan dan bimbigan di bidang keìpeìnghu ìluìan dalam 

peìlayanan nikah dan ruìjuìk uìmat beìragama islam; 

2) Meìmbeìri peìlayanan dan bimbingn dalam peìngeìmbangan keìluìarga 

sakinah; 

3) Meìmbeìri peìlayanan di bidang peìrwakafan; 

4) Meìmbeìri peìlayanan di bidang zakat dan ibadah sosial; 

5) Meìmbeìri peìlayanan di bidang peìrhajian; 

6) Dan meìmbeìri peìlayanan di bidang keìmasjidan dan keìhiduìpan 

beìragama.
35

 

 Dalam meìlaksanakan tuìgas dan fuìngisnya, KUìA pada dasarnya 

haruìs meìmpuìnyai peìta proseìs bisnis yang dapat meìnggambarkan tata 

huìbuìngan keìrja yang eìfeìktif dan eìfisieìn antar uìnit organisasi di wilayah 

KUìA teìrseìbuìt. seìlain ituì, KUìA juìga dapat meìneìrapkan prinsip inteìgrasi 

dan sinkronisasi baik dalam lingkuìngannya mauìpuìn dalam huìbuìngan 

deìngan leìmbaga lain yang teìrkait. 

3. Wakaf 

a. Pengertian Wakaf 

Kata Wakaf beìrasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata 

“Waqafa” beìrarti meìnahan, beìrheìnti, diam di teìmpat, atauì teìtap beìrdiri. 

Kata “Waqafa-Yaqifuì-Waqfan” sama artinya deìngan “Habasa-Yahbisuì-

                                                           
35

 Ibid, hlm. 392 
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Tahbsin”, yang meìnganduìng arti meìnahan, meìnahan harta uìntuìk di 

wakafkan, tidak dipindahmilikkan.
36

 

Meìnuìruìt Pasal 1 ayat 1 Uìndang-Uìndang Nomor 41 Tahuìn 2004 

teìntang Wakaf meìnjeìlaskan bahwa wakaf adalah peìrbuìatan huìkuìm 

wakif uìntuìk meìmisahkan dan/atauì meìnye ìrahkan seìbagian harta beìnda 

miliknya uìntuìk dimanfaatkan seìlamanya atauì uìntuìk jangka waktu ì 

teìrteìntu ì seìsuìai deìngan keìpeìntingannya guìna keìpeìrluìan ibadah dan/atauì 

keìseìjahteìraan uìmuìm meìnuìruìt syariah. Dalam Pasal 5 meìnjeìlaskan, 

wakaf beìrfuìngsi meìwuìjuìdkan poteìnsi dan manfaat eìkonomis harta 

beìnda wakaf uìntuìk keìpeìntingan ibadah dan uìntuìk meìmajuìkan 

keìseìjahteìraan uìmuìm.
37

 

Seìcara peìrspeìktif peìngatuìran, wakaf teìrkait deìngan peìlaksanaan 

tuìgas-tuìgas agraria, seìhingga wakaf seìbagai leìmbaga keìagamaan 

diguìnakan seìbagai salah satuì peìngeìmbangan keìhiduìpan beìragama 

teìrkhuìsuìs bagi uìmat islam. Seìlain ituì, wakaf meìmiliki suìmbeìr eìkonomi 

yang dapat dikeìmbangkan uìntuìk meìningkatkan keìseìjahteìraan 

masyarakat dalam keìgiatan- keìgiatan yang beìrsifat agama dan sosial.
38

 

Dari deìfinisi wakaf yang suìdah teìrcantuìm meìnuìnjuìkkan bahwa 

wakaf adalah beìntuìk akomodasi dari beìrbagai pandangan yang ada. 

Dari deìfinisi teìrseìbuìt yang meìmuìncuìlkan uìnsuìr-uìnsuìr dan landasan 

huìkuìm meìngeìnai wakaf. 

 

                                                           
36

 Zakiyah Drajat dkk, Ilmu Fiqh 3, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam Departemen Agama RI, 1986, hlm. 207 
37

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
38

 Kamarudin, Hukum Wakaf Perspektif Pemidanaan dan Perluasan Kewenangan 

Pengadilan Agama di Indonesia, Kendari: SulQa Press, Oktober 2022, hlm. 2 
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b. Unsur & Rukun Wakaf 

Dalam wakaf teìrdapat uìnsuìr- uìnsuìr yang teìrcantuìm dalam pasal 

6 Uìndang-Uìndang Nomor 41 Tahuìn 2004 teìntang Wakaf, seìbagai 

beìrikuìt: 

1) Wakif 

Yaituì pihak yang sah dalam meìwakafkan harta beìnda 

miliknya. Wakaf dapat beìruìpa beìnda beìrgeìrak mauìpuìn tidak 

beìrgeìrak, seìpeìrti tanah, banguìnan, uìang, dan lain seìbagainya. 

2) Nazhir 

Yaituì pihak yang meìneìrima harta beìnda wakaf dari Wakif 

uìntu ìk dikeìlola dan dikeìmbangkan seìsuìai deìngan peìruìntuìkkannya.  

3) Harta Beìnda Wakaf 

Yaituì harta beìnda yang meìmiliki daya tahan lama dan/atauì 

manfaat jangka panjang seìrta meìmpuìnyai nilai eìkonomi yang seìcara 

syariah yang diwakafkan oleìh Wakif. 

4) Ikrar Wakaf 

Yaituì peìrnyataan yang beìrisi keìheìndak wakif yang diuìcapkan 

seìcara lisan dan/atauì tuìlisan keìpada Nazhir uìntuìk meìwakafkan harta 

beìnda yang dimilikinya. 

5) Peìru ìntuìkkan Harta Beìnda Wakaf 

Yaituì yang meìnjadi tuìjuìan dari harta wakaf, misalnya uìntuìk 

masjid, seìkolah atauì yayasan sosial. Dalam hal ini biasany 

dipeìruìntuìkkan uìntuìk keìpeìntingan uìmuìm atauì beìrsama. 
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6) Jangka Waktuì Wakaf 

Yaituì beìntuìk dalam harta beìnda teìrbagi duìa, yaituì harta 

beìnda tidak beìrgeìrak, misalnya tanah yang dapat di wakafkan dalam 

jangka waktuì seìlama- lamanya. Laluì, harta beìnda beìrgeìrak, misalnya 

uìang yang meìmiliki jangka waktuì teìrteìntuì yang diteìtapkan oleìh 

nazhir deìngan peìrseìtuìjuìan wakif.
39

 

c. Landasan Hukum Wakaf 

Landasan Huìkuìm Wakaf meìnuìruìt huìkuìm positif, seìbagai beìrikuìt: 

1) Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 28 Tahuìn 1997 Teìntang Peìrwakafan 

Tanah Milik 

2) Instruìksi Preìsideìn Nomor 1 Tahuìn 1991 teìntang Kompilasi Huìkuìm 

Islam Buìkuì III yang meìngatuìr Huìkuìm Peìrwakafan 

3) Uìndang-Uìndang Nomor 41 Tahuìn 2004 teìntang Wakaf 

4) Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 42 Tahuìn 2006 teìntang Peìlaksanaan 

Uìndang – Uìndang Nomor 41 Tahuìn 2004 teìntang Wakaf 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Peìneìlitian teìrdahuìluì adalah peìneìlitian yang suìdah dilakuìkan oleìh 

peìneìliti lain. Peìneìlitian teìrdahuìluì meìmiliki peìran peìnting kareìna dapat 

diguìnakan seìbagai dasar pijakan peìnuìlis dalam meìnyuìsuìn peìneìlitian.  

1. Peìneìlitian yang dilakuìkan oleìh Izzati Rizqi Annisa (2018) ini deìngan juìduìl 

peìneìlitian: “Eìfeìktivitas Meìdiasi Dalam Peìnye ìleìsaian Seìngkeìta Wakaf 

                                                           
39

 Supani, Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, Penerbit Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 

2020, Hlm. 26 - 28 
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(Stuìdi Kasuìs Tanah Wakaf Masjid Baituìl Quìduìs di Jalan Geìbanganom 

Keìluìrahan Geìmuìk Sari Keìcamatan Geìmuìk)”. 
40

Tuìjuìan peìneìlitian ini ialah 

meìmbeìrikan peìnjeìlasan meìngeìnai keìeìfeìktifan meìdiasi dalam peìnye ìleìsaian 

seìngkeìta tanah yang dianggap peìneìrapan wakaf tidak seìsuìai deìngan yang 

ada dalam ikrar wakaf. Seìhingga dilakuìkannya peìnyeìleìsaian masalah 

seìcara non litigasi (diluìar peìngadilan). 

Peìrsamaan yang dimiliki dari peìneìlitian yang dilakuìkan oleìh Izzati Rizqi 

Annisa deìngan peìneìlitian yang peìnuìlis lakuìkan saat ini yaitu ì sama-sama 

meìmbahas meìngeìnai meìdiasi dalam peìnyeìleìsaian seìngkeìta wakaf. Adapuìn 

peìmbeìdanya ialah peìneìlitian yang dilakuìkan oleìh Izzati Rizqi Annisa leìbih 

meìmbahas meìngeìnai eìfeìktivitas meìdiasi dalam meìnyeìleìsaikan seìngkeìta 

wakaf, seìdangkan peìneìlitian yang peìnuìlis lakuìkan saat ini leìbih beìrfokuìs 

keìpada peìran Kantor Uìruìsan Agama seìbagai meìdiator dalam peìnyeìleìsaian 

seìngkeìta wakaf. 

2. Peìneìlitian yang dilakuìkan oleìh Irhamnia (2019) deìngan juìduìl peìneìlitian: 

”Probleìm Meìdiasi Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta Wakaf (Stuìdi Kasu ìs Teìrhadap 

Tanah Wakaf MTs Al-Falah Deìsa Kuìwaron Keìcamatan Guìbuìg Kabuìpateìn 

Brogongan)”
41

. Tuìjuìan peìneìlitian ini adalah meìnjeìlaskan masalah teìrjadi 

akibat hilangnya fuìngsi tanah wakaf akibat beìbeìrapa faktor yang 

meìnghambat seìrta peìrbeìdaan peìndapat dari ahli waris wakif dan nadzir. 

                                                           
40

 Izzati Rizqi Annisa, Skripsi: Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf 

(Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Gemuk Sari 

Kecamatan Gemuk), (Semarang: UIN Walisongo, 2018) 
41

 Irhamnia, Skripsi: Problem Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus 

Terhadap Tanah Wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Brogongan), 

(Semarang: UIN Walisongo, 2019) 
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Deìngan ini dilakuìkannya meìdiasi uìntuìk meìnyeìleìsaikan masalah teìrseìbuìt. 

Peìrsamaan yang dimiliki dari peìneìlitian yang dilakuìkan oleìh Irhamnia 

deìngan peìneìlitian yang peìnuìlis lakuìkan saat ini yaituì sama-sama 

meìmbahas meìngeìnai meìdiasi dalam peìnyeìleìsaian seìngkeìta wakaf. Adapuìn 

peìmbeìdanya ialah peìneìlitian yang dilakuìkan oleìh Irhamnia leìbih 

meìmbahas meìngeìnai peìrmasalahan meìdiasi dalam meìnye ìleìsaikan 

seìngkeìta wakaf, seìdangkan peìneìlitian yang peìnuìlis lakuìkan saat ini leìbih 

beìrfokuìs keìpada peìran Kantor Uìruìsan Agama seìbagai meìdiator dalam 

peìnye ìleìsaian seìngkeìta wakaf. 

3. Peìneìlitian yang dilakuìkan oleìh Zuìlfahri (2019) deìngan juìduìl peìneìlitian: 

“Eìfeìktivitas Meìdiasi Konflik Dalam Seìngkeìta Tanah: Stuìdi Kasuìs Wakaf 

Yayasan An-Nuìr di Peìngadilan Agama Taliwang Kabuìpateìn Suìmbawa 

Barat”
42

.  Tuìjuìan dalam peìneìlitian ini meìnjeìlaskan peìnyeìleìsaian seìngkeìta 

wakaf meìlaluìi meìdiasi di Badan Wakaf Indoneìsia Peìrwakilan Jawa Barat, 

keìndala dan uìpaya yang dilakuìkan dalam meìnye ìleìsaikan seìngkeìta wakaf 

dan tingkat keìbeìrhasilan Badan Wakaf Indoneìsia Peìrwakilan Jawa Barat 

Eìfeìktivitas Meìdiasi Konflik Dalam Seìngkeìta Tanah: Stuìdi Kasuìs Wakaf 

Yayasan An-Nuìr di Peìngadilan Agama Taliwang Kabuìpateìn Suìmbawa 

Barat. 

Peìrsamaan yang dimiliki dari peìneìlitian yang dilakuìkan oleìh Zuìlfahri 

deìngan peìneìlitian yang peìnuìlis lakuìkan saat ini yaituì sama-sama 

meìmbahas meìngeìnai Peìnye ìleìsaian seìngkeìta wakaf meìlaluìi meìdiasi.   

                                                           
42

 Zulfahri, Skripsi: Efektivitas Mediasi Konflik Dalam Sengketa Tanah: Studi Kasus 

Wakaf Yayasan An-Nur di Pengadilan Agama Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, (Mataram: 

UIN Mataram, 2019) 
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 Beìrdasarkan peìneìlaahan teìrhadap peìneìlitian teìrdahuìlu ì beìluìm ada 

skripsi yang seìcara khuìsuìs meìmbahas meìngeìnai peìranan dari Kantor 

Uìruìsan Agama (KUìA) teìrhadap proseìs meìdiasi antara Peìnguìru ìs Masjid Ar 

– Rahman, Peìnguìruìs Masjid Ar- Rahim dan Badan Peìrtanahan Nasional 

Kabuìpateìn Bintan teìrhadap peìlaksanaan Uìndang-Uìndang Nomor 30 

Tahuìn 1999 teìntang Arbitraseì dan Alteìrnatif Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta. 

Deìngan ini, peìnuìlis ingin meìnyampaikan proseìs dan peìlaksanaan dari 

Meìdiasi yang dilakuìkan oleìh Kantor Uìruìsan Agama (KUìA). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Meìtodeì peìneìlitian beìrasal dari istilah yang teìrdiri dari duìa kata, yaituì kata 

meìtodeì dan peìneìlitian. Kata meìtodeì beìrasal dari bahasa Yuìnani, yaituì meìthodos 

yang beìrarti cara atauì meìnuìjuì suìatuì jalan. Seìdangkan peìneìlitian adalah suìatuì 

proseìs peìnguìmpuìlan dan analisis data yang dilakuìkan seìcara sisteìmatis, uìntuìk 

meìncapai tuìjuìan-tuìjuìan teìrteìntuì.
43

 

Meìnuìruìt peìndapat Suìgiyono, meìtodeì peìneìlitian meìruìpakan cara ilmiah 

uìntuìk meìndapatkan data deìngan tuìjuìan dan keìguìnaan teìrteìntuì. Beìrdasarkan 

peìngeìrtian teìrseìbuìt, teìrdapat eìmpat kata kuìnci dalam suìatuì meìtodeì peìneìlitian 

yaituì, cara ilmiah, data, tuìjuìan dan keìguìnaan.
44

 

Peìneìlitian huìkuìm meìmpuìnyai peìran yang peìnting dalam keìrangka 

peìngeìmbangan ilmuì huìkuìm dan salah satuì faktor peìnye ìbab dalam meìnyeìleìsaikan 

masalah-masalah huìkuìm yang teìrjadi baik seìcara teìoritis mauìpuìn seìcara praktis 

dalam masyarakat
45

.  

Dari peìngeìrtian diatas dapat dikeìtahuìi bahwa seìcara seìdeìrhana meìtodeì 

peìneìlitian adalah tata cara bagaimana meìlakuìkan peìneìlitian. Meìtodeì Peìneìlitian 

meìmbicarakan meìngeìnai tata cara peìlaksanaan peìneìlitian. Deìngan tuìjuìan 

meìmeìcahkan masalah atauìpuìn cara meìngeìmbangkan ilmuì peìngeìtahuìan deìngan 

meìngguìnakan meìtodeì ilmiah
46

. 
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A. Jenis Penelitian 

Jeìnis peìneìlitian pada peìneìlitian ini adalah jeìnis peìneìlitian eìmpiris/ 

sosiologis. Peìneìlitian huìkuìm eìmpiris/sosiolgis meìruìpakan peìneìlitian yang 

beìrtitik tolak dari data primeìr/dasar, yakni data yang dipeìroleìh langsuìng dari 

masyarakat seìbagai suìmbeìr peìrtama deìngan meìlaluìi peìneìlitian lapangan, yang 

dilakuìkan baik meìlaluìi peìngamatan, wawancara, atauìpuìn peìnye ìbaran 

kuìeìsioneìr. 

Peìneìlitian huìkuìm eìmpiris adalah seìbuìah meìtodeì peìneìlitian huìkuìm 

yang beìruìpaya uìntuìk meìlihat huìkuìm dalam artian yang nyata atauì dapat 

dikatakan meìlihat, meìneìliti bagaimana beìkeìrjanya huìkuìm di masyarakat.
47

 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam peìneìlitian ini peìnuìlis meìngguìnakan peìndeìkatan peìneìlitian 

adalah peìndeìkatan sosiologis. Peìndeìkatan sosiologis ini meìmeìrluìkan beìrbagai 

disiplin ilmuì sosial dan huìkuìm uìntuìk meìngkaji keìbeìradaan hu ìkuìm positif 

(neìgara). Peìndeìkatan sosiologis meìnjadi peìnting kareìna mampuì meìmbeìrikan 

pandangan yang leìbih holistis atas feìnomeìna huìkuìm di masyarakat.
48

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Beìrdasarkan peìrmaslahan yang diteìmuìkan, peìneìlitian ini dilakuìkan 

pada Kantor Uìruìsan Agama (KUìA) Keìcamatan Teìluìk Bintan Kabuìpateìn 

Bintan. Adapuìn alasan peìnuìlis meìneìtapkan lokasi teìrseìbuìt seìbagai lokasi 
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peìneìlitian ialah kareìna adanya masalah meìngeìnai proseìs meìdiasi yang 

dilakuìkan di Kantor Uìruìsan Agama (KUìA) teìrhadap masalah peìrwakafan. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Popuìlasi adalah seìkeìlompok atauì seìkuìmpuìlan orang-orang yang 

meìmeìnuìhi syarat-syarat teìrteìntuì yang beìrkaitan deìngan peìneìlitian.
49

 Dalam 

hal ini, popuìlasi dapat beìruìpa himpuìnan orang, beìnda, keìjadian, kasuìs – kasuìs, 

waktuì atauì teìmpat deìngan ciri dan sifat yang sama. Deìngan ini, adapuìn 

popuìlasi yang akan diguìnakan pada peìneìlitian ini ialah Keìpala Kantor Uìruìsan 

Agama (KUìA) Keìcamatan Teìluìk Bintan, Keìpala Peìnye ìleìnggara Zakat dan 

Wakaf Keìmeìnteìrian Agama Kabuìpateìn Bintan, dan Pihak Peìngu ìruìs Masjid 

Ar- Rahman yang teìrlibat dalam proseìs meìdiasi pada peìrmasalahan teìrseìbuìt. 

Seìdangkan sampleì ialah himpuìnan bagian atauì seìbagian dari popuìlasi 

yang ada. Keìmuìdian teìknik peìngambilan sampleì yang diguìnakan dalam 

peìneìlitian eìmpiris ini adalah puìrposiveì sampling yaituì teìknik peìngambilan 

sampeìl deìngan meìneìntuìkan ciri-ciri khuìsuìs yang seìsuìai deìngan tuìjuìan 

peìneìlitian agar dapat meìnjawab masalah peìneìlitian ini. 

Tabel Populasi dan Sample 

No Reìspondeìn Popuìlasi Sampleì Preìseìntaseì 

1. Keìpala Kantor Uìruìsan Agama 

Keìcamatan Teìluìk Bintan 

1 1 100% 
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2. Staf Keìpeìgawaian Kantor 

Uìruìsan Agama Keìcamatan 

Teìluìk Bintan 

3 1 33,3% 

3. Keìpala Peìnye ìleìnggara Zakat 

dan Wakaf Keìmeìnteìrian 

Agama Kabuìpateìn Bintan 

1 1 100% 

 4. Peìnguìru ìs Masjid Ar- Rahman 7 2 28,6% 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data adalah uìnsuìr paling peìnting dalam peìneìlitian. Data pada dasarnya 

meìruìpakan seìsuìatuì yang dikeìtahuìi seìbagai fakta yang isinya meìnggambarkan 

suìatuì keìadaan atauì peìrsoalan. Data peìneìlitian sangat beìrpeìngaruìh dalam 

meìneìntuìkan keìbeìnaran teìmuìan dalam peìneìlitian seìbab peìneìlitian akan 

diguìnakan uìntuìk meìmahami, meìmeìcahkan dan meìngantisipasi masalah.
50

 

Suìmbeìr data yang dipeìrluìkan dalam peìneìlitian ini beìrsuìmbeìr dari 

lapangan dan liteìratuìl, meìlipuìti: 

1. Data Primer 

Data primeìr yaituì data yang dipeìroleìh seìcara langsuìng dari teìnpat 

peìneìlitian yang beìrsuìmbeìr dari hasil peìneìlitian lapangan. Peìngambilan data 

primeìr teìrdiri dari wawancara, obseìrvasi dan kuìeìsioneìr yang diguìnakan 

uìntuìk meìndapatkan data yang beìrhuìbuìngan deìngan peìrmasalahan yang 

diteìliti. 
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2. Data Sekunder 

Data seìkuìndeìr yaituì data yang dipeìroleìh dari dokuìmeìn reìsmi, buìkuì-

buìkuì yang beìrhuìbuìngan deìngan objeìk peìneìlitian, hasil peìneìlitian dalam 

beìntuìk skripsi, theìsis, diseìrtasi, makalah, peìratuìran peìruìndang-uìndangan 

dan lainnya. Pada data seìkuìndeìr teìrdiri dari Bahan Huìkuìm Primeìr dan 

Bahan Huìkuìm Seìkuìndeìr. 

 

F. Teknik Pengambilan Data 

1. Observasi, peìneìliti meìnguìmpuìlkan data meìlaluìi peìngamatan seìcara 

langsuìng di lapangan (lokasi) peìneìlitian, hasil dari peìngamatan teìrseìbuìt 

peìneìliti gu ìnakan seìbagai tambahan informasi dalam peìneìlitian. 

2. Wawancara, peìneìliti meìlakuìkan tanya jawab seìcara langsuìng antara 

peìneìliti deìngan reìspondeìn atauì narasuìmbeìr atauì informan uìntuìk 

meìndapatkan informasi yang beìrkaitan deìngan peìneìlitian. Dalam 

wawancara ini dapat meìngguìnakan daftar peìrtanyaan atauì tanya jawab yang 

dilakuìkan seìcara beìbas dan meìndapatkan data yang dibuìtuìhkan. 

3. Studi Kepustakaan, peìneìliti meìnguìmpuìlkan data dari buìkuì-bu ìkuì reìfeìreìnsi 

yang beìrkaitan deìngan peìneìlitan yang akan diteìliti diantaranya buìkuì-buìkuì, 

juìrnal, dan lain-lainnya uìntuìk meìleìngkapi data peìneìlitian. 

4. Dokumentasi, peìneìliti meìmbeìrikan dokuìmeìn- dokuìmeìn yang beìrkaitan 

deìngan peìrseìngkeìtaan wakaf yang akan diteìliti, seìpeìrti Akta Ikrar Wakaf 

dan dokuìmeìn-dokuìmeìn yang beìrkaitan deìngan peìneìlitian. 
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G. Analisis Data 

Meìtodeì analisis data yang diguìnakan pada peìneìlitian ini adalah meìtodeì 

analisis kuìalitatif. Dalam meìtodeì kuìalitatif meìnganalisis data dari beìrbagai 

suìmbeìr deìngan meìngguìnakan teìknik peìnguìmpuìlan data yang dilakuìkan seìcara 

teìruìs-meìneìru ìs sampai meìndapatkan data yang teìpat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Meìdiasi seìngkeìta wakaf meìruìpakan peìnye ìleìsaian masalah seìngkeìta 

wakaf deìngan meìlibatkan meìdiator uìntuìk meìmbantuì para pihak meìncapai 

peìnye ìleìsaian atas dasar neìgosiasi suìka sama suìka atas peìrbeìdaan peìndapat 

meìreìka.  Meìdiator dalam meìdiasi meìmiliki peìran seìbagai pihak yang 

meìngawasi jalannya meìdiasi seìpeìrti meìngatuìr peìruìndingan, 

meìnye ìleìnggarakan peìrteìmuìan, meìngatuìr diskuìsi, meìnjadi peìneìngah, 

meìruìmuìskan keìseìpakatan para pihak seìrta meìmbantuì para pihak uìntuìk 

meìnyadari bahwa seìngkeìta buìkan suìatuì hal yang uìntuìk dimeìnangkan teìtapi 

uìntuìk diseìleìsaikan seìcara damai dan beìritikad baik. Dalam hal ini, KUìA 

meìmiliki peìran seìbagai meìdiator dalam peìlaksanaan meìdiasi seìngkeìta wakaf. 

Beìrdasarkan hasil peìneìlitian dan peìmbahasan dalam peìneìlitian yang 

“Peìran Kantor Uìruìsan Agama Dalam Meìdiasi Teìrhadap Peìlaksanaan Uìndang-

Uìndang Nomor 30 Tahuìn 1999 Teìntang Arbitraseì dan Alteìrnatif Peìnyeìleìsaian 

Seìngkeìta (Stuìdi Kasuìs Masjid Ar- Rahman Kp. Beìlak Deìsa Peìnaga 

Kabuìpateìn Bintan Provinsi Keìpuìlauìan Riauì) “ ini maka dapat disimpuìlkan 

seìbagai beìrikuìt: 

1. Peìran dari KUìA dalam peìnyeìleìsaian meìdiasi seìngkeìta wakaf adalah 

seìbagai meìdiator, ialah meìwuìjuìdkan peìnye ìleìsaian seìngkeìta wakaf yang 

adil, transparan dan akuìntabeìl, seìrta meìnjaga hak-hak dari pihak yang 

beìrseìngkeìta agar dapat teìrcapainya muìfakat yang seìsuìai deìngan peìratuìran 
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peìruìndang-uìndangan. Keìmuìdian meìlakuìkan tindakan yang dapat 

meìlinduìngi hak-hak dari pihak yang beìrseìngkeìta dan dapat 

meìmpeìrtimbangkan seìgala beìntuìk peìrmasalahan seìngkeìta meìnuìjuì jalan 

keìluìar peìrmasalahan seìcara damai. 

2. Adapuìn kuìrang beìrjalannya peìran dari KUìA dikareìnakan teìrdapatnya 

keìndala yang dihadapi oleìh KUìA Teìluìk Bintan dalam peìlaksanaan meìdiasi 

seìngkeìta wakaf yaituì:  

a. Keìndala Peìrkara 

Bahwa keìndala yang dihadapi oleìh KUìA Teìluìk Bintan dalam 

peìlaksanaan meìdiasi adalah suìlitnya meìneìmuìi pihak yang beìrsangkuìtan 

uìntuìk dapat meìmbeìrikan peìnjeìlasan meìngeìnai tanah yang diwakafkan 

uìntuìk meìmeìnuìhi alat buìkti. 

b. Keìndala Meìdiator 

Keìndala dalam peìlaksanaan meìdiasi teìrseìbuìt juìga teìrleìtak pada 

instansi KUìA dan KEìMEìNAG yang seìlaluì meìnuìnda-nuìnda atauì 

meìnguìluìr waktuì seìhingga proseìs meìdiasinya meìmeìrluìkan waktuì yang 

leìbih lama uìntuìk meìncapai keìseìpakatan akhir. Keìmuìdian keìndalanya 

juìga teìrleìtak pada meìdiator yang kuìrang meìmahami atauì kuìrang 

tanggap pada peìrmasalahan seìngkeìta tanah masjid teìrseìbuìt. 

c. Keìndala Para Pihak 

Keìndala dalam peìlaksanaan meìdiasi teìrseìbuìt teìrleìtak pada 

instansi KUìA dan KEìMEìNAG yang seìlaluì meìnuìnda-nuìnda atauì 

meìnguìluìr waktuì seìhingga proseìs meìdiasinya meìmeìrluìkan waktuì yang 
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leìbih lama uìntuìk meìncapai keìseìpakatan akhir. Keìmuìdian keìndalanya 

juìga teìrleìtak pada meìdiator yang kuìrang meìmahami atauì kuìrang 

tanggap pada peìrmasalahan seìngkeìta tanah masjid teìrseìbuìt. 

 

B. Saran 

Saran peìnuìlis dalam peìneìlitian yang beìrjuìduìl “Peìran Kantor Uìruìsan 

Agama Dalam Meìdiasi Teìrhadap Peìlaksanaan Uìndang-Uìndang Nomor 30 

Tahuìn 1999 Teìntang Arbitraseì dan Alteìrnatif Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta (Stuìdi 

Kasuìs Masjid Ar- Rahman Kampuìng Beìlak Deìsa Peìnaga Kabuìpateìn Bintan 

Provinsi Keìpuìlauìan Riauì) “  ini sebagai berikut: 

1. Seìharuìsnya KUìA leìbih tanggap lagi peìrmasalahan yang akan diseìleìsaikan. 

Keìmuìdian KUìA seìbagai instansi yang dalam ruìang lingku ìp keìrjanya 

beìrkaitan deìngan wakaf dan beìntuìk peìrmasalahan keìagamaan lainnya 

leìbih meìmiliki peìmahaman yang meìndalam teìrhadap hu ìkuìm yang 

beìrkaitan deìngan meìdiasi. 

2. Dalam meìnjalankan meìdiasi leìbih meìlakuìkan peìndeìkatan yang beìrsifat 

konsuìltatif deìngan cara meìlibatkan para pihak yang teìrkait seìcara 

transparasi dan teìrbuìka seìhingga meìmastikan bahwa proseìs meìdiasi 

beìrjalan deìngan adil dan dapat meìnghormati nilai – nilai yang teìrkanduìng 

dalam huìkuìm yang beìrlakuì. 
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